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KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Iisa karena atas rahmat dan karunia-Nya, schingga penyusunan dan
penyajian kajian “Akuntabilitas Dana Keistmewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY)” olch Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
(PKAKN) Sckretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  dapat

terselesaikan.

Dalam kajian ini dijelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
adalah  scbuah  provinsi yang mempunyai  keistimewaan — dalam
penvelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) menyatakan “Negara
mengakul dan menghormati satuan-satuan pemerintahan  daerah vang
bersifat khusus arau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Untuk melengkapi dan memperjelas tetang keistimewaan tersebut, maka
diterbitkanlah  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2012  tentang

Keistimewaan Dacrah Yogyakarta.

Keistimewaan  DIY  adalah  keistmewaan  kedudukan — hukum
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus
kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang
tambahan tertentu vang dimiliki oleh DIY selain wewenang vang telah
ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Untuk
menvelenggarakan kewenangan istimewa tersebut, maka Pemerintah Pusat
melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) mengalokasikan Dana
Keistimewaan DIY sejak tahun 2013 yang jumlahnya terus meningkat setiap
tahun dengan rotal pengalokasiannya sejak tahun 2013 sampai dengan 2018

telah mencapai Rp3,11 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp3,06 triliun.

Dana Keistimewaan tersebut dikelola dan digunakan sesuai dengan
kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2012, meliputi: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan

Pusat Kajian AKN | i



wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Kelembagaan Pemerintah
Daerah DIY; 3) Kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) Tata ruang.

Dengan alokasi Dana Keistimewaan DIY vang terus meningkat setiap
tahunnya, maka satu hal penting vang perlu menjadi perhatian adalah apakah
pengelolaan  dan  peruntukkan  Dana  Keistimewaan tersebut  telah

mendekatkan DIY kepada tujuan dialokasikannya Dana Keistimewaan.

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yvang komprehensif untuk melihat
ketercapaian tujuan Keistmewaan DIY agar penilaian atas ox/put maupun
ontcome dari Dana Keistimewaan dapat terukur, schingga dapat lebih objektif
dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan. Terlebih jika
mendalami lebih lanjut mengenai tujuan dart Dana Keistimewaan DIY,
maka kesejahteraan bukanlah satu-satunya parameter atau tolak ukur untuk

mengukur keberhasilan.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih terdapat banvak kekurangan,
oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi
mekanisme kerja dan produk PKAKN kedepannya. Atas perhatian seluruh
Anggota DPR RI secara khusus, dan pembaca secara umum, kami
mengucapkan terima kasih.

karta, Mei 2020
r

DRS. HELMIZAR, ME
NIP. 19640719 199103 1 001
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I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) Pasal 18B avat (1) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan dacrah vang bersifat khusus atau
bersifar istimewa vang diatur dengan undang-undang”. Sebagai Daerah
Otonom setingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogvakarta dibentuk dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Isimewa Yogyakarta, sesuai dengan maksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945
terscbut.  Kemudian  untuk  melengkapt  dan memperjelas  tentang
Keistimewaan Daerah Yogvakarta maka diterbitkanlah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dacerah Yogyakarta.

Dacrah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah provinsi yang
mempunyal keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan
dimaksud adalah keistmewaan kedudukan hukum yvang dimiliki oleh DIY
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus
kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang
tambahan tertentu vang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kewenangan istimewa tersebut,
pemerintah pusat melalui mekanisme Transfer Pusar mengalokasikan Dana
Keisumewaan yvang bersumber dari APBN kepada Pemerintah Daerah DIY.
Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY sejak tahun
2013 vang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Total penyaluran Dana
Keistimewaan selama enam tahun (2013 s.d. 2018) telah mencapai Rp3,11

triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp3,06 triliun.

Dana tersebut diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
DIY karena Kewenangan Keistimewaan DIY sepenuhnya berada di provinsi
sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Kewenangan
terscbut, meliput: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan
wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Kelembagaan Pemerintah
Dacrah DIY: 3) Kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) Tata ruang.
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Dana Keistimewaan vang terus meningkat setiap tahunnya diharapkan
dapat mengantarkan Keistimewaan DIY  kepada tujuannya, vaitu: 1)
Mewujudkan pemerintahan vang demokratis; 2) Mewujudkan kesejahteraan
dan ketenteraman masvarakat: 3) Mewujudkan tata pemerintahan dan
tatanan sosial yang menjamin ke-bhinncka-tunggal-ika-an dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Menciptakan pemerintahan yang
baik; dan 5) Melembagakan peran dan ranggung jawab Kasultanan dan
Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogvakarta vang
merupakan warisan budava bangsa.

Salah satu tujuan Dana Keistimewaan yang sering menjadi sorotan
adalah vang terkait dengan kesejahteraan. Salah satu indeks kescejahteraan
vaitu kemiskinan menunjukkan jika DIY sampai dengan Maret 2019
merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa bahkan
melebihi angka kemiskinan nasional. Selain kemiskinan, ketimpangan DIY
sampai dengan Maret 2019 juga menjadi vang tertinggi dan melebihi angka
nasional. Namun, dalam upava pembangunan kualitas hidup masvarakat
vang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), DIY menempat
posisi teratas.

Dengan alokasi Dana Keistimewaan DIY vang terus meningkat
terscbut, hal yang perlu mendapat perhatian adalah apakah pengelolaan
Dana Keistimewaan yang telah dilakukan selama kurun waktu enam tahun
ini dapat mendckatkan DIY dengan tujuan Dana Keistimewaan. Olch
karena itu, perlu adanva evaluasi vang komprehensif untuk melihat
ketercapaian tujuan Keistimewaan DIY agar penilaian atas oxprf maupun
ontcopre dari Dana Keistimewaan dapat terukur schingga dapat lebih objekrif
dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan. Terlebih jika
mendalami lebih lanjut mengenai tujuan Dana Keistimewaan DIY, maka
kesejahteraan bukan satu-satunya parameter untuk mengukur keberhasilan
Dana Keistimewaan DIY terapi termasuk juga di dalamnya semangat untuk
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, tumbuhnya kebhinnckaan
sosial-budaya, dan sebagainya. Semua faktor tersebut juga perlu diukur agar

evaluasi vang dilakukan menjadi lebih kritis-komprehensif.
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II. Pembahasan

Secara historis, keistimewaan yang melekat pada DIY merupakan bagian
integral dalam sejarah pendirian negara Indonesia yvang tidak terlepas dari
keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIIT untuk
menjadi  bagian  dari Republik  Indonesia  serta  kontribusinya  untuk
melindungi simbol negara pada masa awal kemerdekaan vang dituangkan
dalam Maklumar tanggal 5 September 1945. Dari aspek sosiologis, walaupun
perubahan sosial sangat dinamis namun tdak menghilangkan posisi
Kasultanan dan Kadipaten sebagai sumber rujukan budaya dan simbol
pengavom  kehidupan masyarakat yang menjadi ciri Keistimewaan DIY.
Secara aspek yuridis, pengaturan Keistimewaan DIY konsisten dengan UUD
1945 Amandemen Pasal 18B avat (1) dan (2), vaitu memberikan pengakuan
keberadaan suatu daerah vang bersifat istimewa. Di dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diberlakukan
desentralisasi yang bersifat simetris sehingga untuk mewujudkan konsistensi
terhadap pengakuan atas status keistimewaan suatu daerah diperlukan suatu
pengaturan vang komprehensif dan jelas vang dituangkan kemudian dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

2.1. Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013-2019

Dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Keistimewaan DIY),
Pemerintah mengalokasikan dana vang berasal dari APBN, vang disebut
dengan Dana Keistimewaan DIY. Dana ini diperuntukkan bagi dan dikelola
olch Pemerintah Provinst DIY, vang pengalokasian dan penyalurannya
melalui mckanisme transfer ke daerah  sesuai kebutuhan DIY  dan
kemampuan  keuangan negara (DJPK Kemenkeu, 2018). Tata cara
pengalokasian dan penvaluran Dana Keistimewaan DIY  diatur dalam
Peraturan - Menteri Keuangan  vang  terbaru,  vaitu PMK
No.173/PMK.07/2017. Sejak dialokasikan, vaitu pada tahun 2013 sampai
dengan 2018, pagu Dana Keistimewaan terus meningkat dengan realisasi
serapan setiap tahun vang cenderung optimal. Perkembangan alokasi,
anggaran dan realisasi Dana Keisumewaan DIY ditunjukkan dalam Grafik 1

berikut.
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Grafik 1. Alokasi, Anggaran, dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY
TA 2013-2018
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Sumber:*) Alokasi anggaran berdasarkan UU APBN TA 2013 - 2018
*%) LKPD Provinsi DIY TA 2013-2018 (andited)

Pada tahun 2013, alokasi Dana Keistimewaan DIY vang ditetapkan olch
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
adalah sebesar Rp231.,4 miliar dan terus meningkat menjadi Rpl triliun pada
tahun 2018. Untuk tahun 2019, alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan
sebesar Rp1,2 triliun atau mencapai lima kali lipat dari nilai vang dialokasikan
untuk tahun 2013. Untuk penyalurannya, total Dana Keistimewaan DIY
vang telah disalurkan dalam kurun waktu enam tahun sejak tahun 2013
sampai dengan 2018 telah mencapai Rp3,11 triliun dan telah direalisasikan
sebesar Rp3,06 triliun. Terkait serapan Dana Keistimewaan DIY, dapat

dilihat lebih lanjut pada Tabel 1 berikut:
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Tabel 1. Perkembangan Serapan Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan

DIY Tahun 2013-2018

Persentase

Tahun Alokasi (Rp) Serapan (Rp) Keuaxsxegtapa?.
an* Fisik**
2013 231,392,653,500.00 54,562,180,053.00 | 23.58% | 29,35%
2014 523.874.719.000.00 271.900,680.389.00 | 51.90% | 89.39%
2015 547 450.000.000.00 466,948.164,074.00 | 85.30% | 97.92%
2016 547 450.000.,000.00 531,673,253.877.00 | 97.12% | 99,17%
2017 SO0.000.000.000.00) 773,393.403,529.00 | 96.67% | 98.94%
2018 1.000.000,000,000.00 964.387,702,173.36 | 96.44% | 98.,99%
Total 3,650,167,372,500.00 |  3,062,865,384,095.36 | 83,91% | 85,63%

Sumber: ¥) LUP BPK atas LKPD Pror DIY Tabun 2013-2018,
F) caporan Pelaksanaan Program dan Kebijakan Keistimewaan DIY, 2019

Pada awal pelaksanaannya, serapan Dana Keistmewaan DIY masih
rendah vaitu 23,58 dari nilai alokasi/pagu yang dianggarkan. Hal tersebut
discbabkan karena Dana Keistimewaan DIY baru disalurkan mendekati
akhir tahun anggaran (bulan November 2013) dan hanya sebesar
Rp115.696.326.500,00 atau 50% dari total pagu, schingga pelaksanaan
kegiatan Dana Keistimewaan DIY terkendala waktu vang terbatas. Pada
tahun 2014, serapan Dana Keistimewaan DIY juga masih belum optimal.
Hal terscbut dikarenakan masih adanya scjumlah kendala, seperti belum
lengkapnya regulasi sebagai syarat pelaksanaan keistimewaan, keterbatasan
waktu pelaksanaan program kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian di
2015, 85,30%,

ditemukannya beberapa kendala  terkait regulasi urusan  keistimewaan,

tahun serapan  meningkat  menjadi namun  masih
kesiapan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota terutama terkait dengan
pengambilan keputusan dan pola koordinasi, serta belum ada pembatasan
waktu verifikasi laporan kinerja. Untuk tahun 2016 sampai dengan tahun

2018, serapan Dana Keistimewaan DIY telah mencapai lebih dari 95%.

PMK No.173/PMK.07/2017
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY Pasal 13 ayat (2)

Berdasarkan tentang Tata Cara
menyebutkan bahwa dalam  hal terdapat sisa Dana  Keistimewaan  di

Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran, maka sisa Dana
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Keistimewaan tersecbut akan diperhitungkan pada penvaluran  Dana
Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnva. Semakin besar SILPA atas
Dana Keistimewaan di tahun berjalan, maka alokasi Dana Keistimewaan
tahun berikutnya akan semakin kecil.

Meskipun Dana Keistimewaan DIY dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan, namun kontribusi Dana Keistimewaan DIY terhadap total
Pendapatan (dalam APBD) DIY selama tahun 2013 sampai dengan tahun
2018 rata-rata hanya sebesar 12,2%. Kontribusi Dana Keistimewaan DIY
terhadap toral Pendapatan DIY dari tahun 2013 sampai dengan 2018 secara
rinci terlihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kontribusi Realisasi Dana Keistimewaan terhadap Realisasi Total
Pendapatan DIY TA 2013-2018

Dana Keistimewaan
Tahun Realisasi Total — Dais/
Pendapatan Realisasi (Rp) Total
Pendapatan (%)

2013 2,583,056,763,524.01 115,696,326,500.00 4.48"%
2014 3,139,871.880,417.16 357.965,628,003.00 11.40%
2015 3.400,014.811,777.00 400.250,905.939.00 11.77%
2016 3,899,192,985,313.51 477 494,515,166.00 12.25%
2017 5,085,241,219,288.27 784,272,397,752.00 15.42%
2018 5,443,179,144,512.93 973,435,532,429.00 17.88%

Sumber: LKPD Provinsi DIY TA 2013-2018 (andited)

ika dibandingkan dengan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua, Papua
. g <

Barat dan Acch, alokasi Dana Keistimewaan DIY adalah vang terendah.
Meski demikian, Pemerintah DIY terus berupaya melakukan berbagai
perbaikan di dalam pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  Dana
Keisumewaan DIY agar tujuan Dana Keistimewaan sebagaimana tertuang

dalam UU No. 13 Tahun 2012 dapat tercapai dengan baik.
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2.2. Alokasi Dana Keistimewaan DIY pada Masing-Masing Urusan

Komposisi Dana Keistimewaan DIY berdasarkan persentase realisasi
pada masing-masing urusan selama kurun wakeu 2013 sampai dengan 2018
digambarkan pada grafik berikut.

Grafik 2. Komposisi Dana Keistimewaan DIY pada Masing-Masing
Urusan TA 2013 s.d. 2018 (“Realisasi)

45,51%

51,24%

m Kebudayaan Pertanahan
1 Tata Ruang 1 Kelembagaan
m Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan

Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumber: LKPD Provinsi DIY TA 2013-2018 (andited)

Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa urusan Kebudayaan merupakan
urusan dengan nilai realisasi terbesar yaitu mencapai Rpl1,57 triliun atau
51,24% dari total realisasi Dana Keistimewaan tahun 2013 sampai dengan
tahun 2018. Kemudian, persentase realisasi terbesar kedua adalah Urusan
Tata Ruang. Total realisasi Urusan Tata Ruang mencapai Rp1,39 triliun atau
sebesar 45,51%. Selain kedua urusan tersebut, tiga urusan lainnya hanya
memiliki total persentase realisasi sebesar  3,25%, meliputi:  Urusan
Pertanahan dengan realisasi sebesar Rp67,72 miliar atau 2,21%; Urusan
Kelembagaan dengan realisasi sebesar Rp29,06 miliar atau 0,95%; dan
Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang
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Gubernur dan Wakil Gubernur dengan realisast sebesar Rp2,74 miliar atau
0.09%.

Sebagai urusan dengan alokasi anggaran vang terbesar, Urusan
Kebudayaan memiliki jumlah program dan kegiatan serta jumlah SKPD
pengampu terbanyak, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain
menjadi urusan keistimewaan, Urusan Kebudayaan juga merupakan urusan
wajib pemerintahan DIY. Dinas Kebudayaan DIY selaku SKPD vang
mendapat tugas secara langsung dari gubernur untuk menjalankan
kewenangan keistimewaan scbagaimana dijelaskan dalam UU Keistimewaan
DIY harus memiliki grand design dan mwadmap dalam mengelola dana
keistimewaan tersebut. Sclain itu, diperlukan juga alat untuk mengukur
tingkat capaian kinerja Dana Keistimewaan DIY agar tujuan pengalokasian
Dana Keistimewaan DIY dapat dinilai sehingga dapat mempermudah
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY  guna

perbaikan di masa mendatang,

2.3. Urusan_Dana Keistimewaan
e Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan
Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan untuk memperoleh
kepastian hukum dalam hal pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan
kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Target Pemerintah
DIY ialah menjamin adanya fondasi hukum vang kuat dalam urusan
keistimewaan ini. Pemerintah DIY telah menerbitkan Perdais Nomor 1
Tahun 2013 yang mengatur secara umum tentang kewenangan dalam
Urusan Keistimewaan Dacrah Istimewa Yogyakarta. Dalam mendukung
pelaksanaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas
dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 sampai
dengan 2018, Pemerintah  Provinst DIY  mengalokasikan  Dana
Keistimewaan pada urusan tersebut sebagai berikut:

8 | Pusat Kajian AKN



Grafik 3. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Urusan
Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur TA 2013-2018
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Sumber : LKPD Provins DIY TA 2013-2018 (andited)

Program dan kegiatan Dana Keistimewaan untuk Urusan Tata Cara
Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan
Wakil Gubernur hanya dianggarkan di tahun 2014 dan 2017. Pada tahun
2014, urusan terscbut direalisasikan melalui Program Optmalisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan), dengan nilai realisasi
sebesar  Rp229.572.000,00 atau 57,39% dari anggaran scbesar
Rp400.000.000,00, sedangkan realisasi fisiknya telah mencapai 100%.
Anggaran tersebut digunakan unruk mendukung kegiatan penyusunan
draft Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan,
Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian, pada
tahun 2015, Pemerintah DIY menerbitkan Perdais Nomor 2 Tahun
2015 yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
Isimewa vang menctapkan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur DIY ditentukan melalui mekanisme penetapan setiap 5 tahun
terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipat Paku Alam vang

bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rahun 2017, Dana Keistimewaan DIY yvang dianggarkan untuk
Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebesar Rp2.832.757.000,00

dengan realisasi sebesar Rp2.512.257.981,00 (88,69%0) yang digunakan
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untuk persiapan tata kelola kegiatan  koordinasi penctapan  dan
pengesahan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta untuk rapat
paripurna penvampaian visi misi calon Gubernur dan calon Wakil
Gubernur.

e Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan dilaksanakan untuk mencapai aspek efektivitas
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan
partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan
asli. Urusan ini telah diatur secara umum dalam Perdais Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta dan secara khusus diatur dalam Perdais Nomor 3
Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah  Istimewa
Yogyakarta yang kemudian dicabut dan diganti dengan Perdais Nomor
1 Tahun 2018. Dalam mendukung pelaksanaan Urusan Kelembagaan,
sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 Pemerintah Provinsi DIY telah
mengalokasikan anggaran Urusan Kelembagaan sebagaimana terlihat
pada Grafik 4 berikut.

Grafik 4. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Urusan
Kelembagaan TA 2013-2018
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Alokasi anggaran keistimewaan di bidang kelembagaan salah satunya
digunakan untuk mereviu budaya kerja pemerintah  daerah  guna
meningkatkan  profesionalitas ~ ASN DIY  demi  terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan vang bersih, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pada tahun 2013-2016,
pelaksanaan keistimewaan terfokus pada Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Dacrah, vang terdiri dari enam kegiatan yang diampu oleh
Biro Organisasi. Kemudian sejak tahun 2017, meningkat menjadi 11
program dan 20 kegiatan vang diampu oleh lima SKPD yaitu Biro
Organisasi, Biro Hukum, Sckretariat DPRD, Sekretariat Parampara
Praja, dan Asisten Keistimewaan, schingga pada tahun 2017 terjadi
peningkatan anggaran vang signifikan dibandingkan dengan anggaran
urusan kelembagaan tahun 2013-2016.

Ketercapaian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan
ditandai dengan ditetapkannya Perdais DIY No.l Tahun 2018 dan
berbagai Peraturan Gubernur, salah satunya vaitu Pergub DIY vang
mengatur  penugasan  Urusan  Keistimewaan — sebagai  pedoman
penyusunan  struktur  kelembagaan, tugas dan  fungsi pemerintah
kabupaten/kota serta pemerintah desa dalam  hal penyelenggaraan
urusan keistimewaan. Selain itu, pada tanggal 18 April 2018 disahkan
Pergub DIY No. 20 rahun 2016 tentang Parampara Praja. Parampara
Praja merupakan lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan
fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur
untuk membuat kebijakan  sesuai dengan amanat yang ada  dalam
Undang-Undang Keistimewaan. Dalam mendukung terwujudnya sasaran
pembangunan  tahun 2018, Sckretariat Parampara Praja memiliki
Program  Peningkatan Pelayanan Parampara Praja dengan  kegiatan
berupa Penyusunan Rekomendasi Urusan Keisumewaan. Parampara
Praja akan memfasilitasi kebutuhan data, informasi dan kajian terhadap
isu-isu  penting  dan  semua  permasalahan  yang terkait  dengan
keistimewaan  sebagai  bahan  dukungan terhadap kajian  saran
pertimbangan yang akan disampaikan kepada Gubernur.
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e  Urusan Kebudayaan

Salah satu semangat dari pelaksanaan  keistimewaan DIY  adalah
menjadikan filosoft budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang
dan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemakmuran
masyarakat. Sesuai amanat  UU  No.13 Tahun 2012  tentang
Keistimewaan DIY, Urusan Kebudayvaan diatur melalui Perdais No.3
Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
Selain itu, Urusan Kebudayaan di DIY juga diatur dalam beberapa
peraturan daerah, antara lain Perda DIY No.4 Tahun 2011 tentang Tata
Nilai Budaya Yogyakarta dan Perda DIY No.6 Tahun 2012 tentang
Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Perda DIY No.4 Tahun
2011 dibentuk untuk melaksanakan UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara Perda
DIY No. 6 Tahun 2012 dibentuk selain untuk melaksanakan UU No.32
Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007, tetapi juga untuk melaksanakan
UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budava.

Urusan Kebudayaan sebagai urusan pemerintahan konkuren maupun
secbagal urusan keistimewaan tidak dibedakan secara jelas dalam
peraturan daerah atau peraturan daerah istimewa karena pada bagian
mengingat, baik yang tercantum pada peraturan dacrah vang merupakan
peraturan  pelaksanaan dari undang-undang tentang pemerintahan
daecrah maupun peraturan daerah istimewa yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari undang-undang tentang keistimewaan, sama-sama
menyebutkan  kedua undang-undang tersebut. Walaupun  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogvakarta mendefinisikan  kewenangan  keistimewaan  sebagai
kewenangan tambahan, namun dalam prakdknya kewenangan
keistimewaan  juga mencakup  kewenangan  pokok  sebagaimana

diamanatkan dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012,
Urusan Kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyvakarta secara tidak

langsung berubah menjadi urusan keistimewaan, karena program dan
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sultan ground dan paku alaman gronnd schingga fokus penggunaan Dana
Keistimewaan dialihkan kepada urusan pertanahan'. Pada tahun 2017,
Dana Keistimewaan pada Urusan Kebudayaan kembali mengalami
peningkatan  145,68” menjadi sebesar  Rp439.901.748.000  dan
kemudian mengalami sedikit penurunan 11% di tahun 2018 menjadi
sebesar Rp396.633.000.000.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Urusan Kebudavaan pada
Dana Keistimewaan memiliki proporsi anggaran terbesar dibandingkan
dengan urusan-urusan lainnyva, namun anggaran Urusan Kebudayaan ini
tidak hanya digunakan oleh Dinas Kebudayaan saja, tetapi juga
digunakan olch beberapa Satuan Kerja Perangkat Dacerah (SKPD),
seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Museum
Sonobudoyo, Dinas Kebudayaan Kulonprogo, Dinas Kebudavaan
Kabupaten Bantul dan SKPD lainnya, vang dikoordinasi oleh Dinas
Kebudayaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran  dan  sckaligus
merangkap sebagai Pengguna Anggaran.

Capaian Dana Keistimewaan DIY Urusan Kebudavaan diantaranyva
berupa perkembangan jumlah desa budaya, pendampingan Desa
Budaya, Desa/Kelurahan rintisan budaya, Jaga Warga, Iilm Masuk Desa
Budava, Wana desa, Bersih Sungai yang diadopsi dari Merti Kali, Jogja
Kota Batik, Wayang Durasi Singkat Muscum Sonobudoyo, Diplomasi
Budayva, Gerakan wajib Kunjung Museum, Museum Go /0 Mal/, Pentas
Adiluhung, Simponi  Keistimewaan,  Sckolah — Basis  Budava,
Laboratorium Budaya, Anugerah Budava, Gebyar Museum Pleret,
Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital (CCTV Budaya
di 31 titik dan High Speed Mesh Hotspor di 23 titik serta WIFI UMKM di

51 titik), dan lain sebagainya.

Disamping berbagai capaian tersebut, hingga saat ini fokus urusan
kebudayaan yang dimaksud dalam konteks keistimewaan sendiri masih
abstrak dikarenakan undang-undang mengenai kebudayaan masih
tergolong baru. Pada Mei 2017, baru dilakukan pengesahan atas

! Nyimas Latifah Letty \ziz, “Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua
Barar”, disampaikan dalam  diskusi dengan  Pusat Kajian  Akuntabilitas
Keuangan Negara DPR RI, 27 November 2019.
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Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
schingga turunan atas undang-undang tersebut belum ada. Pada awal
pengalokasiannya, Dana Keistimewaan urusan kebudayaan digunakan
untuk pembelian alat-alat dan pembiayaan kegiatan budaya yang bersifat
seremonial, dimana kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya dapat didanai
dari anggaran lain atau bahkan dari masvarakat sendiri.2

Urusan Pertanahan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah  Istimewa  Yogvakarta, Urusan Pertanahan
menjadi salah satu urusan keistimewaan yang diamanahkan. Sejak tahun
2013 sampai dengan 2018, Urusan Pertanahan mendapatkan total
alokasi anggaran dari Dana Keistimewaan sebesar Rp67.715.635.830,00
atau 2.21% dari total anggaran Dana Keistimewaan. Rincian Dana
Keistimewaan DIY untuk Urusan Pertanahan ditunjukkan pada Grafik
6 berikut.

Grafik 6. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Urusan
Pertanahan TA 2013-2018
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Sumber : LLKPD Provinsi DIY TA 2013-2018 (andited)

2 Nvimas Latfah Letty Aziz, “Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Papna dan Papia
Barar®,  disampaikan dalam  diskusi dengan Pusat Kajian  Akuntabilitas
Keuangan Negara DPR RI, 27 November 2019.
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Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan sejak tahun 2013
sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami  peningkatan.
Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp23.000.000.00
dari sebelumnya (tahun 2013) sebesar Rp6.300.000.000 atau meningkat
265,08%. Peningkatan signifikan tersebut juga discbabkan adanya
permasalahan terkait su/tan ground dan pakn alaman ground. Dengan adanya
UU Keistimewaan maka terjadi tumpang tindih regulasi dimana secara
nasional urusan pertanahan mengacu pada UU Agraria tetapi secara
lokal mengacu kepada UU Keistimewaan yang menghidupkan kembali
status sultan ground dan pakn alaman ground. 'T'umpang tindih regulasi
tersebut mengakibatkan masvarakat vang tinggal di wilayah sw/tan ground
dan pakn alaman ground dikenakan dua kewajiban perpajakan yaitu
kewajiban membavar pajak kepada istana (meskipun secara nominal
tidak terlalu besar) dan kewajiban membayar pajak kepada Badan
Pertanahan Nasional (BPN)*. Permasalahan tersebut juga akhirnya
menyebabkan realisasi Dana Keistimewaan pada Urusan Pertanahan
saat itu hanya 31,92% atau sebesar Rp7.342.139.000. Namun, saat ini
telah dilakukan kesepakatan antara BPN dan Pemprov DIY  terkait

permasalahan pertanahan tersebut.?

Setelah adanya peningkatan anggaran Dana Keistimewaan pada Urusan
Pertanahan di tahun 2014 dan ditkuti dengan terjadinya permasalahan
tersebut - di atas, maka pada tahun 2015 pengalokasian  Dana
Keistimewaan pada Urusan Pertanahan diturunkan menjadi sebesar
Rp10.600.000.000. Selanjutnya, sejak tahun 2016 sampai dengan 2018,
alokasi Dana Keistimewaan pada Urusan Pertanahan terus mengalami
peningkatan hingga mencapai Rp23.040.388.000 di tahun 2018.

Pasal 45 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan
umum Pemerintah Dacerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya

izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian

®  Nyimas Latifah Letty Aziz, “Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Papua dan

Papua Barar”, disampaikan dalam diskusi dengan Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara DPR RI, 27 November 2019.

. Kemendagri, “Penggunaan Dana Otsus Aceh dan Dana Istimewa DIY™,
disampaikan dalam diskusi dengan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan
Negara DPR RI, 28 November 2019.
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sengkera tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah

kabupaten/kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013

mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam

pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan

dengan:

I. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan,
dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan

19

Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan ranah
Kadipaten.

Urusan Pertanahan dalam UU No.13 Tahun 2012 dan Perdais DIY
No.l Tahun 2013 ditindaklanjuti dengan ditctapkannya Perdais DIY
Nomor | Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah Kasultanan dan
tanah Kadipaten pada dasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan
memperhatikan kaidah-kaidah vang ada dalam peraturan perundangan.
Dalam Pasal 3 Perdais DIY No.l Tahun 2017 dijelaskan bahwa
pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten
ditujukan  untuk  pengembangan kebudayaan, kepentingan  sosial,
dan/atau  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Pengelolaan  tanah
Kasultanan  dan  tanah  Kadipaten vang dimaksud, meliput:
penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan
vang dimaksud dengan pemanfaatan, berupa pelindungan, penggunaan

dan pelepasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Capaian Pemerintah DIY dalam urusan pertanahan diantarannya adalah
telah adanya Grand Design perencanaan urusan pertanahan, telah
terinventarisasinya data tanah kasultanan dan kadipaten di 4 kabupaten
dan 1 kota serta data tanah desa di 4 Kabupaten, sertifikat atas tanah
kasultanan dan kadipaten telah terdafrar (7.928 bidang) dan terbit (3.870
bidang), terbitnya 614 rckomendasi kekancingan (surat pemberian hak
pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten dengan jangka waktu
tertentu), sistem otomasi untuk layvanan pemanfaatan tanah kasultanan
dan kadipaten, dan terpeliharanya 13.503 dokumen pertanahan,
tersusunnya Deliniasi Peta Desa, terinputnya Data Spasial Tanah
Kesultanan dan Kadipaten dalam sistem informasi pertanahan, serta
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telah tersusunnya rekomendasi penanganan dan penyelesaian sengketa

pertanahan

Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada scktor pertanahan
di DIY vang diungkap dalam RPJMD 2017-2022. Secara umum
permasalahan sektor pertanahan di DIY tdak dapat dilepaskan dari
persoalan perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah
lain dan adanya keistimewaan urusan pertanahan. Berkenaan dengan hal
tersecbut permasalahan scktor pertanahan di DIY berdasarkan UU
Pemerintahan  Dacrah, objeknya dapat  diklasifikasikan  menjadi 2
kelompok, vakni:
. Permasalahan yang bersifat umum dan terkait dengan masyarakat
luas diantaranya:
a. Tingginya alih fungsi penggunaan tanah pertanian ke non
pertanian;
b. Tingginya fragmentasi tanah-tanah pertanian;
c. Tidak terkendalinya harga tanah;
d.  Belum semua bidang-bidang tanah mempunyai alas hak:
e. Belum optmalnya sistem informasi pertanahan  berbasis
bidang-bidang tanah:
f.  Masth terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

19

Permasalahan vang terkait dengan tanah kasultanan dan tanah

kadipaten diantaranya:

a. Belum semua bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten
mempunyai alas hak;

b. Pemeliharaan dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten
vang belum optimal:

c.  Pengawasan yang belum optimal terhadap pemanfaatan bidang
tanah kasultanan dan tanah kadipaten;

d. Pelindungan terhadap tanah kasultanan dan ranah kadipaten
vang belum optimal;

¢.  Penggunaan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten vang
belum sesuai dengan peraturan perundangan: dan

f. Pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (termasuk
tanah desa) vang menuai sengkera dan konflik.
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Urusan Tata Ruang

Pengelolaan  dan pemanfaatan  tanah  Kasultanan dan  Kadipaten
menurut UU No 13 Tahun 2012 Pasal 32 avat (5) dan Perdais DIY
Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya
pengembangan  kebudayaan, kepentingan sosial, dan  kesejahteraan
masyarakat. Dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tata ruang DIY
dituangkan dalam Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata
Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dalam Pasal 3 ayart
(2) dinyatakan bahwa pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten ditujukan pula untuk hal vang sama dan ditambah
untuk kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun
harmonisasi dengan Satuan Ruang lainnya. Kewenangan Kasultanan
dan Kadipaten dalam tata ruang tersebut terbatas pada pengelolaan dan
pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Dalam pelaksanaan
kewenangan tersebut Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka
umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten
sesuai dengan Keistmewaan DIY. Kerangka umum kebijakan rata ruang
tanah  Kasultanan dan tanah  Kadipaten ditetapkan  dengan
memperhatikan tata ruang nasional dan rata ruang DIY.

Urusan Tata Ruang, merupakan urusan kewenangan dengan realisasi
terbesar kedua setelah Urusan Kebudayaan dengan toral alokasinya
mencapai Rp1,39 triliun  arau  sebesar 45,51% dari total Dana
Keisumewaan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dengan
rincian pada Grafik 7. Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kelembagaan DIY menyatakan jika Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
mewadahi urusan pertanahan dan tata ruang, baik urusan wajib maupun
urusan keistimewaan. Berikut Dana Keisumewaan pada Urusan Tara
Ruang dari tahun 2013 sampai dengan 2018,
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Grafik 7. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Urusan
Tata Ruang TA 2013-2018
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Terdapat beberapa aspek tata ruang vang perlu diperhatikan dalam
perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti
sarana prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan
baik. Sarana prasarana vang baik dan sesuai kontcks kawasan
menjadikan  perkotaan  Yogyakarta  sebagai  kawasan  vang
merepresentasikan nilai dasar filosoft Keistimewaan Yogyakarta dengan
mensinergikan aspek fisik dan pelestarian lainnya. Penataan ruang
Urusan Keistimewaan, meliputi penataan sistem transportasi pada 13
kawasan cagar budaya vakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton,
Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleretr, Parangtritis, Prambanan,
Merapi, Sokoliman, Nglanggeran, dan Perkotaan Wates (LKP] DIY,
2018).

Terdapat beberapa capaian dari Pemerintah DIY untuk urusan tata
ruang dari Dana Keistimewaan, diantaranva: 1) Tertatanya transportasi
perkotaan (heritage city), berupa: a) 2.000 m? kawasan parkir abu bakar ali:
b) Penataan pedestrian way alun-alun kidul (500 m?) dan kawasan
Malioboro serta Margomulyo (2.200 m?); ¢) Pengerasan jalan 1.141 m?
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dan pembangunan tempat parkir 1.626 m® kawasan pleret; 2)
Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJ1S) di DIY, yang diantaranya
berupa: a) Terbangunnya JJL.S sepanjang 116,07 km; b) Pembebasan
lahan seluas 2.058.451 m? dari total kebutuhan seluas 3.771.182 m?; ¢)
Terbangunnya trase baru sepanjang 36,2 km; dan d) Jalan yang sudah
terbangun 4 lajur sepanjang 2,6 km dan 2 lajur sepanjang 66,79 km; 3)
Terdapat 18 SRS vang telah ditetapkan, 7 SRS diantaranya sudah dibuat
kajiannya berupa materi teknis dan naskah akademik, antara lain:
Kraton, Puro Pakualaman, Sumbu Iilosofi, Masjid dan Makam Raja
Mataram di  Kotagede, Kotabaru, Mesjid Pathok Negoro, dan

Perbukitan Menoreh (Kemendagri, 2020).

Diantara capaian tersebut, terdapat beberapa kendala dalam pengaturan
dan pelaksanaan urusan tata ruang di Provinsi DIY, vaitu tidak terdapat
pemisahan antara tata ruang secara umum dengan tata ruang tanah
Kasultanan dan Kadipaten dimana keduanva saling berintegrasi. Hal
tersebut mengingat bahwa objek dan tujuan dalam penvelenggaraan
urusan pertanahan dan tata ruang adalah sama. Dengan demikian, apa
vang menjadi sasaran strategis urusan tata ruang secara umum dapat

sejalan dengan urusan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten.
Akuntabilitas Dana Keistimewaan DIY
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DIY

Salah satu tujuan dari Keistimewaan DIY berdasarkan UL No.13 Tahun

2012 adalah mewujudkan  pemerintahan  dacrah  vang baik  (good

governance), vang diantaranya diwujudkan melalui akuntabilitas kinerja

Pemerintah DIY. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas
keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai hasil vang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
vang dikerjakan sccara berkala (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas juga
diperlukan untuk mengukur cfekevitas dan efisiensi atas pencapaian

outcorre terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan good

Lorernance.

Capaian akuntabilitas Pemerintah DIY sejak era keistimewaan telah
cukup baik. Pada rahun 2014 sampai dengan 2017, Pemerintah DY
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memperoleh predikat A atau terbaik nasional dan pada tahun 2018
untuk pertama kali sccara nasional mendapat predikar AA atas Laporan
Hasil Fvaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LLHIE
SAKIP). Capaian akuntabilitas yang baik tersebut merupakan modal
awal dalam menjamin pengelolaan keuangan negara/dacrah, termasuk
Dana Keistimewaan DIY vang telah dilakukan secara akunrtabel dan

sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah DIY juga dapat
dilihat dari perolchan opini BPK RI atas Laporan Keuangannva.
Provinsi serta Kabupaten/Kota di DIY merupakan salah satu dacrah di
Indonesia  dengan perolehan  opini vang baik. Perolehan  opini
Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2010 masih banvak vang
mendapatkan opini WDP. Namun, pada rahun 2012 sampai dengan
2018 Pemerintah Daerah DIY mulai mengalami peningkatan opini,
Provinsi DIY telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Begitu juga dengan kabupaten/kota di Provinsi DIY, hampir
seluruh  kabupaten/kota telah memperoleh  Opini WTP, kecuali
Kabupaten Gunung Kidul, baru pada tahun 2015 dapat memperbaiki
perolehan opininya menjadi WI'P dari sebelumnya (2013 dan 2014)
memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berikut tersaji
perolehan opini atas LKPD Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di
Provinsi DIY TA 2010-2018.
Tabel 3. Perolehan Opini Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di
Provinsi DIY TA 2010-2018

Opini 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

WIP- | WIP

Prov. DI T WTP | WTP | WIP | WTIP | WIP  WIP  WTP

DPP | DPP
WTP- | WTP- | WTP

Kab. Bantul WDP  'WDP WIP | WIP | WIT  WIP

Kab. Gunung

DPP | DPP' | DPP

WDP  WDP | 'WDP | WDP' | WDP | WIP | WTIP | WIP  WIP

Kidul
Kab. Kulon - X 5 | WIP- | WTP: s o - -
Pico WDP WDP WDI DPP DPP W1 WIP @ WTI Wl
. : . WIP-  WTP- e = = 2 e ’
- » ) bl ) bl ) Rl bl b
Kab. Sleman WDI DPP DPP WTIP | \WIP | WP | WIP  WTP |\
TP 1P 1P D TP
Kab. Yogvakarta Wi W pil Wi Wit WTP  WTIP | WTIP WIP

DPP 1 DPP | DPR | DEP | DPP

Sumber : IHPS 1 2019 (diolah)
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Perolchan  opini Pemerintah  DIY  vang  sudah  baik  tersebut
mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan serta penyajian laporan
keuangan Pemerintah DIY telah  dilaksanakan secara transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Temuan dan Permasalahan Dana Keistimewaan DIY
berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Meskipun Pemerintah Provinsi DIY telah mendapatkan opini yang baik
atas Laporan Keuangannya, namun masih terdapat permasalahan yang
menjadi temuan BPK RI, khususnya terkait Dana Keistimewaan.
Permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

I. Pada TA 2015 terdapat perencanaan pengadaan Truk Penyapu Jalan
(road sweeper) sebanyak dua unit senilai Rp4.809.558.655,00 tidak
sesuai dengan ketentuan karena tidak didukung dengan analisis
kebutuhan vang memadai yvang dituangkan dalam  Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), schingga saat rvad
sweper diterima pada 22 Juni 2015 sampai dengan pemeriksaan
berakhir 31 Desember 2015 belum digunakan karena pengadaan

road swecper belum menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak.

2. Pada TA 2016, terdapat indikasi kerugian dacrah sebesar
Rp965.000,00 atas kekurangan volume dari Pekerjaan Peningkatan
Jalan Perwakilan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo vang
dibiavai dari Dana Keistimewaan.

3. Pada TA 2017, rterdapat indikasi kerugian dacrah senilai

Rp1.943.360,88 dari kelebihan pembayaran atas item pekerjaan
Laston Lapis Aus (AC-WC) paket Pckerjaan Peningkatan Ruas
Jalan Pengasih — Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo dengan
nilai kontrak Rp7.099.317.009,45 (termasuk PPN) vang dibiayai dari
Dana Keistimewaan.

4. Pada  TA 2018, terdapat kekurangan volume  senilai
Rp34.033.083,70 atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bantul-
Srandakan vang dibiayai dari Dana Keistimewaan dengan nilai
pekerjaan sebesar Rp19.003.353.000,00.
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Dengan  makin  besarnva  anggaran  untuk  Dana  Keistimewaan,
dibutuhkan komitmen dari pthak terkait khususnya Pemerintah Provinsi
DIY agar dalam pengelolaannya dilakukan secara akuntabel dan
transparan serta dikelola secara hati-hat agar program dan kegiatan vang

dikerjakan dari Dana Keistimewaan terhindar dari kerugian.

2.5.Analisis  Indikator Dalam Mengukur OQOutcome Dana
Keistimewaan DIY

Meskipun masih terdapat beberapa permasalahan, namun  sccara
keseluruhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah
DIY telah dilaksanakan dengan baik. Pekerjaan rumah Pemerintah DIY
selanjutnya  adalah mendorong dan mendukung serta berupaya agar
pengelolaan keuangan, khususnyva pengelolaan Dana Keistimewaan dapat
mencapai oxfoorre sesual dengan tujuan vang telah ditetapkan. Hal ini
dimaksudkan agar apa vang telah Pemerintah DIY hasilkan khususnya vang
bersumber dari Dana Keistimewaan, dapat memberikan dampak positif
kepada kesejahteraan seluruh masyarakar DIY.

Untuk dapat melihat ketercapaian oxfcome tersebut, maka terdapat
beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur penilaian, antara
lain:

® Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu
tujuan dalam UU No.13 Tahun 2012 tentang Keisumewaan DIY. Hal
tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan vang berorientasi pada
kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masvarakat.
Hal terscbut salah satunya dapat diukur melalui Indeks Pembangunan
Manusia  (IPM) vang menjelaskan  bagaimana penduduk  dapat
mengakses  hasil  pembangunan  dalam  memperoleh  pendapatan,

kesehatan, pendidikan, dan sebagainva.

Pembangunan sumber dava manusia di DIY terus mengalami kemajuan,
bahkan levelnya melebihi IPM nasional dan menjadi vang tertinggi
kedua setelah DKI Jakarta. Terlihat bahwa sebelum maupun sesudah

adanva Keistimewaan, IPM DIY terus mengalami pertumbuhan, IPM
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DIY meningkat dari 76,44 pada tahun 2013 menjadi 79,53 pada tahun
2018, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,61 poin per tahun dan
statusnya berada pada posisi ‘tnggi’ (kriteria UNDP untuk level IPM
70-80).

Grafik 8. Perkembangan IPM Provinsi DIY Tahun 2010-2018
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Nilai IPM vang tinggi terscbut menggambarkan bahwa harapan hidup,
harapan dan rata-rata lama sckolah, serta pengeluaran per kapita di DIY
tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah-dacerah lain di Indonesia.
BPS DIY memberikan catatan  bahwa peningkatan  [IPM DIY
dipengaruhi oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Harapan
hidup vang tinggi tidak terlepas dari fakror nilai dan budaya masyarakat
DIY vang cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang memadai,

dengan nilai-nilai kepasrahan, 7m0, serba cukup, dan etka budaya jawa.
Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan masyarakat vang sejahtera perlu didukung oleh
perckonomian vang bertumbuh dan diharapkan dapat berkontribusi
pada kenaikan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut,
merujuk pada pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
vang menunjukkan kinerja  perckonomian  suatu  wilayah.  Laju
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pertumbuhan ckonomi Provinst DIY selama kurun wakeu 2011-2018
ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 9. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY
Tahun 2011-2018 (%)
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Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY selama tahun 2011 sampai
dengan tahun 2018 cenderung berfluktuasi. Sebelum diterbitkannya UU
No.13 Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi provinsi DIY menunjukkan
adanva peningkatan meskipun angka tersebut masih berada di bawah
rata-rata nasional. Kemudian sejak tahun 2014, pertumbuhan ckonomi
Provinsi DIY meskipun mengalami penurunan namun selalu berada di
atas rata-rata nasional, bahkan pada tahun 2018 menunjukkan
peningkatan pertumbuhan eckonomi vang signifikan, vaitu mencapai
6,2% atau merupakan capaian pertumbuhan ckonomi tertinggi selama
satu dasawarsa terakhir. Selama tahun 2014-2018, scktor penyumbang
terbesar PDRB  (harga berlaku) secara konsisten adalah industri
pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penvediaan
akomodasi dan makan minum. Namun, pada tahun 2018, scktor
konstruksi mengalami pertumbuhan hingga 13,1% dan menjadi salah
satu dari dua scktor vang menunjukkan pertumbuhan di atas 10%
schingga sckror kontruksi menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan
ckonomi terbesar setelah sektor industri pengolahan. Lebih lanjut, data
distribusi ckonomi DIY per triwulan I 2019 juga menunjukkan bahwa
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ketiga sektor tersebut masith mendominast kinerja perckonomian di

Provinsi DIY sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 10 di bawah ini.

Grafik 10. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut
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Sckror industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta
penyediaan akomodasi dan makan minum masih mendominasi strukeur
PDRB DIY, namun tngginva laju pertumbuhan ckonomi sektor
konstruksi pada tahun 2018 dan 2019 menyebabkan kontribusi sektor
tersebut terhadap PDRB Provinst DIY semakin meningkat.

Kemiskinan

Salah satu tujuan Keistimewaan DIY adalah mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan kapasitas ckonomi masyarakat, vang
melalui menurunkan

salah  satunya dilaksanakan

Berikut

upaya tingkat

kemiskinan. grafik  vang menunjukkan perkembangan

persentase penduduk miskin di Provinst DIY dari tahun 2010 sampai
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dengan 2018 dan grafik persentase penduduk miskin per kab/kota di

DIY.

Grafik 11. Tren Persentase Penduduk
Miskin Provinsi DIY Tahun 2013-2018

Grafik 12. Presentase Penduduk
Miskin per Kab/Kota di DIY
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Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi DIY selama tahun
2010 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan penurunan persentase
penduduk miskin. Hal tersebut sejalan dengan angka kemiskinan
nasional yang juga mengalami penurunan. Meski demikian, angka
tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, bahkan DIY menduduki
provinsi dengan persentase penduduk miskin tertingg di Pulau Jawa.
Jika dilihat lebih lanjut per kabupaten/kota, maka Kabupaten Gunung
Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul merupakan
kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di atas rata-rata
Provinsi DIY.

Ketenagakerjaan

Indikator lain vang dapat mengukur ketercapaian tujuan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan tujuan Keistimewaan DIY adalah Tingkat
P (IPT). DIY
berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa sampai Agustus 2019

engangguran  Terbuka Kondisi  Ketenagakerjaan
jumlah angkatan kerja DIY sebanyak
sckitar 12,17

2018. Di sisi lain, tingkat pengangguran di DIY mengalami penurunan

2.203 juta orang, bertambah

ribu orang dibandingkan angkatan kerja pada Agustus
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walaupun hanya sebesar 0.21% dari tahun  sebelumnya. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) DIY masih cukup baik jika dibandingkan
dengan TPT nasional. TPT DIY pada Agustus 2019 sebesar 3,14%,
mengalami penurunan 0,21% poin dibanding TPT Agustus 2018 yang
mencapai 3,35%. Lebih lanjur, TPT di perkotaan lebih tinggi
dibandingkan dengan TPT perdesaan. Jika dilihat berdasarkan tingkat
pendidikan, TPT rterendah sebesar 1,26% terdapat pada penduduk
berpendidikan SD ke bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 4,56%0
pada jenjang pendidikan Universitas.

Grafik 13. Tingkat Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2010-2018
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Pada tahun 2019, jumlah penduduk DIY vang bekerja sebanyak 2.135
juta orang, bertambah 16 ribu orang dari Agustus 2018. Pada Agustus
2019, sebanvak 1.103 juta orang (51,66%0) bekerja pada kegiatan
informal atau turun 2,75% jika dibandingkan Agustus 2018 sebesar
54,41 persen. Sebagian besar penduduk yang bekerja pada Agustus 2019
adalah pckerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar
(9,3%. Sementara pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yvaitu pekerja
paruh waktu (26,69%) dan pekerja setengah menganggur (3,94%0).

Struktur ketenagakerjaan di Provinsi DIY berdasaran data BPS Provinsi
DIY  per Lebruart 2019 menunjukkan  jika  sektor  pertanian,
perdagangan, dan industri pengolahan merupakan scktor yang paling

Pusat Kajian AKN | 29



30

bawah ini.

banvak menverap tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan pada grafik di

Grafik 14. Struktur Lapangan Pekerjaan Utama D.I Yogyakarta
(Februari 2018 dan Februari 2019)
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019 (diolah)
Indeks Demokrasi Indonesia

Salah satu tujuan dari Keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan
pemerintahan vang demokratis. Demokrasi DIY diukur melalui Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) vang merupakan indikator komposit vang
dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. 1DI
diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan pada tga aspek,
vaitu  Kebebasan  Sipil, Hak-Hak Politik, dan ILembaga-lembaga

Demokrasi.
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Grafik 15. Indeks Demokrasi DIY Tahun 2009-2018
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Setelah diterbitkannya UU Keistimewaan DIY, capaian IDI di DIY
cenderung meningkat  dibandingkan dengan  sebelum  disahkannya
Undang-undang tentang Keistimewaan DIY. Sejak tahun 2014 sampai
dengan tahun 2018, capaian ID1 di DIY termasuk dalam kategori “ Baig”
vang ditunjukkan dari nilai indeks di atas 80. Perkembangan IDI di DIY
merupakan tanggung jawab bersama termasuk peran masyarakat,
DPRD, partai politik, maupun lembaga peradilan dan pencgak hukum
vang salah satunya didukung dengan alokasi dana keistimewaan untuk
mendorong proses demokratisasi pada segala aspek.

Gini Ratio

Sclain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Keistimewaan DIY
juga bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan. Perkembangan
tingkat ketimpangan yang diukur dengan menggunakan gin/ ratio di

Provinsi DIY dari tahun 2010-2019 ditunjukkan pada grafik di bawah
ini:
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Grafik 16. Gini Ratio DIY Tahun 2010-2018
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat
ketimpangan Provinsi DIY sebelum dan sesudah disahkannya Undang-
Undang tentang Keistimewaan cenderung berfluktuatf. Bahkan, rata-
rata gznz ratio Provinsi DY selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2019
sebesar 0,43, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat
ketimpangan nasional sebesar 0,40. Masih tingginva g/ ratio terscbut
menunjukkan bahwa keberadaan UU Keistimewaan belum mampu
menckan tingkat ketmpangan dan mengoptimalkan pemerataan di
DIY.
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II1. Penutup dan Saran

3.1. Penutup

Dana Keistimewaan DIY merupakan bentuk komitmen negara dalam
mengakul dan menghormati satuan-satuan pemerintahan  daerah vang
bersifat istimewa sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18B ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945). Setelah diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Dacrah  Yogyakarta, maka pada tahun 2013 dialokasikan Dana
Keistimewaan sebesar Rp231,4 miliar dan pada tahun 2019 pagu vang
ditetapkan mencapai Rp1,2 triliun dengan total dana vang telah disalurkan
selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp3,11 triliun dan
direalisasikan sebesar Rp3,06 triliun.

Pada awal pelaksanaannya, serapan Dana Keistimewaan DIY baik fisik
maupun keuangan masih cukup rendah dikarenakan sejumlah kendala
seperti  belum  lengkapnya  regulasi  urusan  keistimewaan,  kesiapan
pelaksanaan  kegiatan di kabupaten/kota terkait dengan pengambilan
kepurtusan dan pola koordinasi, serta belum ada pembatasan waktu verifikasi
laporan kinerja. Namun, serapan Dana Keistimewaan DIY  semakin
membaik dari tahun ke tahun hingga mencapai 96,44% di tahun 2018.

Dari lima urusan vang menjadi wewenang keistimewaan DIY, urusan
kebudayaan dan urusan tata ruang menjadi dua urusan dengan proporsi
terbesar mencapai 96,75% dari total realisasi Dana Keistimewaan sclama
tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sedangkan scbesar 3,25% sisanya
dircalisasikan untuk urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas,
dan  wewenang Gubernur  dan Wakil Gubernur;  kelembagaan;  dan
pertanahan. Hal ini menunjukkan jika pemerintah DIY menaruh perhatian
lebih terhadap kebudayaan dan tata ruang DIY.

Dana  Keistmewaan DIY  sering  dihubungkan dengan  capaian
kesejahteraan  vang  ditunjukkan  dengan  indikator-indikator, seperti
pertumbuhan ckonomi, IPM, tingkat kemiskinan dan sebagainya. Laju
pertumbuhan ekonomi DIY cenderung berfluktuasi dan pada tahun 2018
Provinsi DIY berhasil mencapai angka 6,2 persen vang merupakan capaian
tertinggl selama satu dasawarsa terakhir. Secara umum, pertumbuhan
ckonomi Provinsi DIY selalu berada di atas rata-rata nasional. Begitu pula
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dengan IPM DIY yang selalu berada di atas rata-rata nasional bahkan
menjadi vang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Sebaliknya, meskipun
tergolong baik dari segi pertumbuhan eckonomi dan IPM, namun angka
kemiskinan (persentase penduduk miskin) berada di atas rata-rata nasional
bahkan menduduki provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi

di Pulau Jawa.

Kemudian yvang menjadi pertanyaan adalah apakah tingginya angka
kemiskinan tersebut diakibatkan oleh kinerja Dana Keistimewaan vang tidak
optimal mengingat kontribusi Dana Keistimewaan terhadap APBD DIY
vang sangat rendah. Kondisi dimana tingkat kemiskinan cukup tinggi bahkan
di saat perckonomian terus bertumbuh bisa discbabkan oleh beberapa
faktor. Pertama, Gini Ratio DIY tergolong tinggi dan selalu berada di atas rata-
rata nasional bahkan melebihi daerah lain seperti Aceh, Papua, dan Papua
Barat. Dalam perckonomian vang berlangsung positif, kesenjangan vang
semakin tinggi mengakibatkan pertumbuhan ckonomi tersebut hanya
dinikmati oleh pemilik faktor produksi sedangkan akses penduduk miskin
terhadap nilai tambah PDRB menjadi minimal. Kedua, jika dilihat lebih lanjut,
tingginya pertumbuhan ckonomi DIY pada tahun anggaran 2018 salah
satunya berasal dari scktor konstruksi, vang mencatatkan pertumbuhan
cukup tinggi vaitu 13,1% dan berkontribusi sebesar 10,28% dari PDDRB
tahun 2018 dan semakin meningkat pada Februari 2019 dimana kontribusi
terhadap PDRB  mencapai 20,62% (Februari 2019, YoY). Namun
pertumbuhan  sektor  konstruksi vang tinggl tersebut hanya  berhasil
menyerap  5,58% - 6,74% tenaga kerja. Lebih lanjut, sckror industri
pengolahan yang merupakan scktor dengan kontribusi terbesar terhadap
PDRB dan menyerap lebih banvak tenaga kerja, 15,63% sampai dengan
19,25 dari total penduduk bekerja, laju pertumbuhan scktor tersebut hanya
sebesar 5,74% (LFebruari 2019, YoY), di bawah laju pertumbuhan scktor
konstruksi.

Melihat fakra saat ini dimana pertumbuhan DIY menunjukkan angka
vang tinggi namun tingkat kemiskinannya juga tinggi, maka hal penting vang
perlu digarisbawahi adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi
vang berkualitas yaitu pertumbuhan yang diperoleh dari tumbuhnya seluruh
kegiatan perckonomian vang bersifat masif dan berdampak luas pada

penyerapan tenaga kerja, serta bukan hanya terjadi pada aktdvitas padat
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modal schingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan
ckonomi tersebut. Dalam menciptakan pembangunan yvang berkualitas,
sctidaknya diperlukan investasi pada pembangunan kualitas SDM, investasi
sosial dalam program pembangunan sosial-budaya, dan meminimalisir
ketimpangan melalui kebijakan pembangunan vang lebih memihak kepada
golongan bawah®.

3.2.Saran

e Mendorong koordinasi yvang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Dacrah  dalam  mengatasi masalah  kemiskinan  dan
kesenjangan di Provasi DIY. Kesejahteraan yang digambarkan melalui
indikator-indikator c¢konomi seperti tingkat kemiskinan,  tngkat
kesenjangan, tingkat pengangguran dan  scbagainya  merupakan
tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah serta dukungan dari masyarakat merupakan bentuk upaya
mewujudkan tujuan negara vang salah satunya adalah memajukan
kesejahteraan umum. Begitupun dengan upaya menurunkan tingkat
kemiskinan di Provinsi DIY, menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah dan masyarakat. Hal ini
dikarenakan persentase Dana Keistimewaan dalam APBD Provinsi DIY
rata-rata hanya scbesar 12,2% dengan latar belakang vang lebih bersifat

historis untuk mengangkat budaya dan lain-lain;

e Mendorong pengukuran keberhasilan Dana Keistimewaan yang lebih
proporsional vang salah satunya dapat dilakukan dengan mengukur
dampak langsung (direet impact) dari lima urusan yvang menjadi
kewenangan dalam pengimplementasian Dana Keistimewaaan DIY.
Pelimpahan tanggung jawab terkait capaian indikator ckonomi makro
dhi. dngkat kemiskinan yang dikaitkan dengan pengalokasian Dana
Keistimewaan kepada Pemerintah Daerah merupakan target vang berat
mengingat persentase Dana Keistimewaan vang relatif kecil dibanding
APBD Provinsi DIY. Tingkat kemiskinan yvang tinggi di DIY juga
menjadi kendala dan sangat ditentukan oleh banyak faktor, meskipun

® Rojani, “Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas™, diterbitkan
dalam Investor Daily, 29 Juli 2019.
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tidak menutup kemungkinan akan mencapai tingkat kemiskinan vang
rendah melalui perencanaan vang baik dan pelaksanaan vang optimal
serta sinergitas vang baik antara Pemerintah Dacrah dan Pemerintah

Pusat:

e DMendorong agar perumusan  Grand  Design Dana  Kelstimewaan
dilakukan dengan lebih tajam dan diarahkan pada pembangunan
infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat yang memberikan

mnltiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat;

e Meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Keistimewaan DIY untuk
menghindari asumsi Dana Keistimewaan berpusat di Kesultanan, dan
mengurangi gap informasi antara masvarakat dan Pemda terkait
pengelolaan Dana Keistimewaan salah satunyva dengan melakukan
labelling atas output/kegiatan vang berasal dari Dana Keistimewaan.
Pemerintah Provinsi DIY telah mengalokasikan Dana Keistimewaan ke
kabupaten/kota dalam bentuk bantuan  keuangan dengan  tujuan
mendekatkan pelavanan kepada masyarakat sckaligus mengharapkan
masyarakat lebih tersosialisasi dengan pengelolaan Dana Keistimewaan
DIY tersebut.
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